BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya,

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1.

Penyebab pernikahan bawah tangan dengan menggunakan peran
imam masjid sebagai wali muhakkam ini adalah sebagai berikut,
pertama, ingin menolong dari perbuatan zina. Kedua, mengikuti
sunah rasul agar menyegerakan menikah bagi yang sudah mampu.
Ketiga, sesuai pemahaman imam masjid bahwa menikah
menggunakan wali muhakkam tanpa menginformasikan wali nasab
adalah sah atas dasar jarak lebih dari 1 safar.

Secara hukum Islam, pernikahan bawah tangan menggunakan peran
imam masjid sebagai wali muhakkam yang terjadi di masjid al-
Mu’awanah Surabaya bisa dihadapkan pada dua dasar pertimbangan.
Pertama, menurut al-Qur’an dan hadist. Pernikahan yang dilakukan
tidak sesuai dengan al-Qur’an dan hadis karena tanpa ada izin dari
wali nasabnya dan larangan bagi perempuan untuk menikahkan
dirinya sendiri. Kedua menurut gaw/ fugaha, mayoritas ulama’ figih
berpendapat bahwa wali hakim/muhakkam bisa bertindak sebagai
wali tatkala tidak ada penghalang pernikahan, tidak ada wali, atau

ada wali namun adal Jumhur ulama’ juga berpendapat harus
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memperhatikan urutan wali nikah, jika wali nasab ada maka itu yang
digunakan tanpa harus menggunakan wali yang ada dibawahnya.
Pernikahan yang penulis teliti secara tegas tidak sah perspektif
hukum islam.

Secara hukum positif. Jika ditinjau menggunakan hukum positif
pernikahan yang tersebut diatas juga bisa dihadapkan atas beberapa
dasar pertimbangan, pertimbangan tersebut dengan menggunakan
kompilasi hukum islam, UU No. 1 tahun 1974 dan aturan lain yang
berkaitan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1
tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu
perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum
agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan
dalam hal perwaliannya adalah dalam Pasal 2 ayat (1) PMA Nomor 2
Tahun 1987 tentang Wali Hakim disebutkan sebab-sebab
perpindahan dari wali nasab ke wali hakim, senada dengan yang
terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1), hanya
redaksinya yang sedikit berbeda, dan dalam UU no 1 tahun 1974
pasal 1 poin b, yang membahas tentang siapa yang berhak menjadi
wali hakim, jadi perkawinan tersebut adalah tidak sah dimata hukum

positif.

B. Saran



72

Pernikahan adalah hal yang sangat sakral. Untuk menjaga

kesakralan pernikahan tentu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan

yang berlaku, baik aturan sah secara Negara maupun aturan sah menurut

agama.

1.

Bagi pasangan calon mempelai yang ingin menikah harus patuh dan
taat dengan hukum yang ada, jangan mengakali dengan
mempermudah dan merubah hukum yang sudah berlaku. Aturan yang
ada bukan untuk dilanggar melainkan untuk ditaati bersama,
terkhusus bagi calon mempelai perempuan patutnya harus lebih hati-
hati jangan sampai terjerumus dalam pernikahan ilegal, karena akan
timbul madharat bagi diri dan keturunannya dikemudian hari.

bagi masyarakat luas, jika ingin berniat mebantu tentang hal
pernikahan maka bantulah dengan kadar kemampuan kita tanpa harus
memaksakan diri diluar batas dan berakibat buruk pada akhirnya,
lebih baik kita bantu dengan menyarankan menikahlah melalui jalur
legal pada petugas dan lembaga yang berwenang yakni Kantor Urusan
Agama.

Bagi orang tua, orang tua harus lebih hati-hati dalam hal mengawasi
dan mengontrol serta selalu berkomunikasi denga anak-anaknya
sehingga tidak terjerumus dalam pernikahan ilegal yang belum tentu

keabsahannya.
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Selain itu penulis juga berharap pernikahan seperti ini jangan sampai
terulang kembali karena banyak sekali madharamya dibanding dengan

manfaat yang diperoleh.



